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Abstrak
 

Korban kejahatan, setelah menjadi korban kejahatan, harus menghadapi suatu problem hukum yang krusiai

yang menyebabkan dirinya mengalami viktlmlsasi sekunder (secondary victimization) karena adanya

penolakan secara sistematis oleh sistem peradilan pidana. Sebagal pihak yang menderita dan dirugikan

akibat pelanggaran hukum pidana yang sedang diperiksa, korban kejahatan tidak dillbatkan dalam proses

peradilan pidana (atau out sidet), keouali hanya sebagai saksi, dan semua reaksi terhadap pelanggar

dimonopoli oleh negara (polisi dan jaksa). Hubungan hukum antara korban kejahatan di satu pihak dengan

pelanggar hukum pidana dan negara (polisi dan jaksa) di lain pihak tidak diatur secara jelas. Masalah posisi

hukum korban ini menjadi problem hukum yang mendasar karena menyangkut keberadaannya dalam hukum

pidana secara menyeluruh.

Disertasi ini mengkaji tentang posisi hukum korban kejahatan dalam sistem peradilan pidana yang diatur

dalam hukum positif (ius constitum) dan pengaturannya di masa datang (ius constituendum) melalui kajian

peraturan perundang-undangan, yurisprudensi MARI, dan telaah pustaka serta dilengkapi dengan kajian

hukum pidana Belanda sebagai contoh atau bahan analisis pengaturan korban kejahatan dalam sistem

peradilan pidana.

Nilai keadilan yang menjadi pangkal tolak pengaturan korban kejahatan dalam hukum pidana dan sistem

peradilan pidana adalah keadilan retributif (retributive Justice) dan keadilan restoratif (restorative Justice).

Kedua konsep Ini memiliki sejumlah perbedaan dalam memahami konsep dasar dalam hukum pidana dan

sistem peradilan pidana dan posisi hukum korban. Sebagai elemen fiiosofis dari suatu sistem hukum

(pidana) perbedaan ini adalah mendasar — atau perbedaan paradigmatik — yang mempengaruhi elemen

substantif lainnya. Perkembangan pemikiran hukum pidana hingga sekarang menunjukkan adanya

pergeseran perspektif dari retributive Justice kepada restorative Justice. Pengaturan korban kejahatan dalam

sistem peradilan pidana melalui pembaruan hukum pidana Tahun 1981 (UU. No. 8 Tahun 1981, tentang

KUHAP) secara umum telah mengubah elemen filosofis dan asas-asas hukum sebagai landasan filosofis

peraturan hukum dari undang-undang sebelumnya (HIR), tetapi sejauh mengenai pengaturan korban

kejahatan perubahan tersebut tidak sampai mengubah elemen filosofis dan asas-asas hukumnya. Masuknya

'hak-hak korban kejahatan' dalam KUHAP tidak diperkuat oleh landasan filosofis dan teori hukum yang

mengakibatkan korban kejahatan tetap tidak diakui eksistensi dan posisi hukumnya sebagai korban dari

pelanggaran hukum pidana yang menjadi baglan dari hukum pidana. Kelemahan aspek pengaturan korban

ini berlanjut dalam praktek hukum yakni tidak dikembangkannya metode penemuan hukum yang inovatif

untuk mendukung keadilan bagi korban kejahatan. Yurisprudensi MARI cenderung mempersempit

(restriksi) dalam melakukan penafsiran hukum tentang penegakan hak-hak korban. Sesuai dengan dasar

falsafah Pancasila dan konsep hukum pengayoman, kebijakan pembaruan hukum pidana yang beroiientasi

kepada korban kejahatan (victim oriented) yang bertitik-tolak pada keadilan restoratif (restorative justice)

diperlukan sebagai kebljakan penyeimbang (balance) pembaruan hukum sebelumnya yang berorlentasi

kepada peianggar (offender oriented), atau sebagai kebijakan yang parity bukan priority, dikuatkan oleh
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kenyataan praktek hukum sehari-hari (aspek empirik), perkembangan teori hukum pidana (aspek teoretik),

ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan pokok serta kecenderungan

masyarakat Internasional atau PBB (aspek yuridik/normatif). Keadilan restoratif (restorative Justice)

dijadlkan kerangka dasar pengaturan korban kejahatan menuntut adanya perubahan pemahaman mengenal

beberapa konsep dasar dalam hukum pidana dan sistem peradilan pidana, yaitu kejahatan atau pelanggaran

hukum pidana adalah utamanya melanggar hak korban kejahatan, di samping melanggar kepentingan

masyarakat dan negara; pengakuan eksistensi dan posisi hukum korban kejahatan; sistem peradilan pidana

sebagai sistem penyelesalan konflik; dan restitusi dan kompensasi sebagai baglan dari hukum pidana dan

pemidanaan. Strategi kebijakan terhadap korban kejahatan dilakukan; pertama, memberi perspektif baru

(restorative Justice) dalam penyelenggaraan peradilan pidana tanpa campur tangan legislatif dan, kedua,

kemudian mengubah peraturan hukum. Dalam penataan sistem peradllan pidana, pertama, mendampingkan

penyelesaian perkara pidana menurut konsep restorative Justice dengan sistem peradilan yang berlaku

sekarang sebagai sarana penyaring masuknya perkara ke pengadilan dan mencangkokkan restorative Justice

ke dalam sistem peradllan pidana sekarang.


